BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak konsumen terhadap fasilitas parkir di Basko Grand Mall
Kota Padang belum terlaksana secara optimal. Hak konsumen atas
kenyamanan, keamanan, dan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum
sepenuhnya terpenuhi dalam praktik penggunaan fasilitas parkir. Hal ini
terlihat dari masih adanya kesulitan memperoleh tempat parkir,
ketidaknyamanan selama proses parkir, serta keterbatasan informasi yang
jelas dan transparan bagi konsumen.

2. Terdapat kendala nyata yang memengaruhi pelaksanaan hak konsumen
terhadap fasilitas parkir. Kendala tersebut antara lain:

a. keterbatasan kapasitas lahan parkir;
b. tempat penitipan helm,;
c. kepadatan kendaraan yang parkir;

d. kurang optimalnya peran petugas parkir;

o

ketidakjelasan informasi tarif;
f. serta mekanisme pengaduan yang kurang efektif.
Kendala-kendala tersebut berdampak langsung pada kenyamanan dan

kepastian layanan parkir yang diterima konsumen.
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3. Upaya pemenuhan hak konsumen masih belum dirasakan secara konkret
oleh konsumen. Konsumen belum memperoleh perbaikan layanan yang
signifikan, namun tetap menggunakan fasilitas parkir karena faktor
kebutuhan dan lokasi yang strategis, sehingga posisi konsumen cenderung

menerima kondisi pelayanan yang ada meskipun belum optimal.

B. Saran

1. Bagi Pengelola Basko Grand Mall dan Pengelola Parkir
Disarankan agar pengelola Basko Grand Mall bersama penyelenggara
parkir melakukan penataan dan pengelolaan fasilitas parkir secara lebih
terstruktur untuk meningkatkan pelaksanaan hak konsumen, khususnya
hak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi. Penataan tersebut
meliputi perbaikan dan peningkatan fasilitas dan tata kelola parkir,
peningkatan peran petugas parkir, serta penyediaan informasi yang jelas
dan transparan mengenai ketentuan parkir.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat
meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
fasilitas parkir di sekitar pusat perbelanjaan guna mendukung terpenuhinya
hak konsumen serta memberikan kepastian layanan parkir yang tertib dan
aman.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut
mengenai pelaksanaan hak konsumen dalam penggunaan fasilitas parkir

dari perspektif yang lebih luas, baik dari sisi konsumen, penyelenggara
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parkir, maupun pemerintah daerah. Kajian lanjutan tersebut
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai upaya pemenuhan hak konsumen dalam bidang jasa parkir.
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